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ABSTRAK 

Nurul Aini Purba 

Maraknya kasus persetubuhan terhadap anak yang terdapat di lingkungan 
keluarga dan masyarakat  dapat menunjukkan bahwa betapa dunia anak 
yang aman semakin sempit dan sulit untuk ditemukan.Masalah dalam 
penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap anak berkonflik dengan 
hukum dalam tindak pidana persetubuhan,penerapan sanksi pidana 
terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana 
persetubuhan dalam putusan no.10/Pid.sus-Anak/2023/PN.Mjk,serta 
pertimbangan hukum hakim terhadap anak berkonflik dengan hukum 
dalam tindak pidana persetubuhan dalam putusan no.10/Pid.sus-
Anak/2023/PN.Mjk. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 
dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan dan 
bahan-bahan yang relevan dengan mempermasalahkan dalam skripsi 
ini.Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersumber dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,dan bahan 
hukum tesier.Data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran 
kepustakaan atau literatur. 
  
Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan 
hukum tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam UU No.35 Tahun 
2014 tentang perubahan UU No.23Tahun2014 yaitu ketentuan atau norma 
hukum dalam Kitab Undang-undang hukum pidana yang mengatur 
mengenai perbuatan persetubuhan yang dilarang dan dikategorikan 
sebagai tindak pidana karena melanggar kehormatan atau kesusilaan 
seseorang, Penerapan sanksi terhadap pelaku persetubuhan terhadap 
anak menurut KUHP  berfokus pada Pasal-Pasal yang mengatur tindak 
pidana pemerkosaan,meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai 
persetubuhan terhadap anak.Dalam konteks hukum Indonesia, 
Pertimbangan hukum hakim yaitu alasan atau dasar yang digunakan oleh 
hakim dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan terhadap 
suatu perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 
dan norma hukum yang berlaku. 
 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menegaskan bahwa pengaturan 
dan penerapan sanksi serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut 
sudah sesuai dengan memberikan sanksi pidana selama 2 tahun 6 bulan 
denda sebesar satu milyar jika tidak mampu membayar digantikan dengan 
pelatihan kerja selama 6 bulan sudah tepat terhadap perbuatan yang 
dilakukan. 
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